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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/Permentan/KR.040/4 /2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 04 /PERMENTAN/PP.340/2/2015 TENTANG PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04 /Permentan/PP.340/2 /2015, telah  ditetapkan
Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan
dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

b. bahwa agar tidak terjadi hambatan dalam
perdagangan, perlu melakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor  04/Permentan/PP.340/2/2015
tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04 /Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan

Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
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Mengingat v L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3479);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lcmbara.n
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);

4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3821);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5584);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Nomor S613);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4424);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/
0OT.140/8/2007  tentang  Pelaksanaan  Sistem
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
0OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/
0T.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan
Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang
Baik (Good Manufacturing Practices);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/
OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita
Negara Tahun 2009 Nomor 35];

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/
HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun
2009 Nomor 306);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 /Permentan/
0T.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca
Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Ba.ik‘(Goad
Handling Practices) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor
399);
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21, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/

22,

23.

24.

23.

26.

OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah
dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for
Fruit and Vegetables) (Berita Negara Tahun 2009
Nomeor 402);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 44 /Permentan/OT.140/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 94 /Permentan/OT.140/12/2011 tentang
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 428);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/
0T.140/6/2012  tentang  Tindakan  Karantina
Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan
Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor
631);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/6/2012  tentang Tindakan  Karantina
Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis
Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
(Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/
OT.140/3/2014  tentang Tindakan  Karantina
Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/
PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 275);
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27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/ Permentan/
SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 1047);

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 04 /Permentan/PP.340/2/2015 TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN  PANGAN TERHADAP
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN.
Pasal I '
¢ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 04 /Permentan/PP.340/2/2015 ﬁcnta.ng Pengawasan
Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 275) diubah sebagai berikut: '

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh eksportir

di necgara asal paling lambat scbelum  kapal
diberangkatkan dari negara asal.

2. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, dan
Pasal 61D sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 61A

(1) Pemenuhan tata cara penerbitan keterangan
. PSAT (Prior Notice) dan tata cara penerbitan
sertifikat hasil wuji (Certificate of Analysis)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai
dengan Pasal 10 diberikan jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan. _

(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa: |
a. format keterangan PSAT (Prior Notice);

b. penggunaan portal resmi Badan Karantina
Pertanian; dan
c. format sertifikat hasil uwji (Certificate of
' Analysis).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir, tata cara penerbitan
keterangan PSAT (Prior Notice) dan penerbitan
sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) wajib
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 618

(1) Jika Negara Asal PSAT belum diakui sistem
pengawasan keamanan PSAT dan belum memiliki
laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah

i diregistrasi, pemasukan PSAT dapat dilakukan

dengan disertai:
a. keterangan PSAT (prior notice); dan
b.  sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis).

(2) Penerbitan Keterangan PSAT (prior notice)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9.
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(3) Sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan oleh laboratorium penguji negara lain
yang telah diregistrasi.

(4) Parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat

_ (3) mengacu pada Lampiran I.

Pasal 61C

(1) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61B berlaku paling lama 2 (dua) tahun,
terhitung  sejak  Peraturan Menteri  ini
diundangkan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir, ketentuan mengenai
persyaratan pemasukan PSAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10
berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61B.

Pasal 61D

(1) Jika PSAT berasal dari negara yang belum diakui
sistem pengawasan keamanan PSAT dan belum
memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT
yang telah diregistrasi, sudah dinaikkan ke atas
alat angkut sejak tanggal 17 Februari 2016
dilakukan pengujian PSAT di tempat pemasukan.

(2) Pengujian PSAT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan,
terhitung sejak  Peraturan  Menteri  ini
diundangkan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berakhir, pemasukan PSAT
mengikuti ketentuan Pasal 61B.

Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 04 /Permentan/PP.340/2/2015 tentang
Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan

dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
dinyatakan masih tetap berlaku.

www.regulasip.com



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
peggundangan Peraturan Menteri  ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1l April 2016

’ MENTER!I PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April. 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 563
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